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ABSTRACT 

Global economic slowdown, world commodity prices decline, underground 

economy, offshore capital escapes and low tax compliance levels have affected the 

country's ability to collect tax revenues. This condition is reflected in the 

realization of tax revenues that tends to continue to decrease by a percentage 

(shortfall). This research tries to provide relevant information about the 

implementation of the tax amnesty implemented in Indonesia in 2016 in order to 

address the problems referred to in reference to the theory of optimal taxation 

and the policy analysis techniques Problem oriented analysis. Data obtained from 

selected literature in academic journals, published statistical data and other 

information regarding the implementation of tax amnesty in Indonesia. The 

results showed that the realization of tax declarations of on and offshore funds 

and the repatriation of the asset did not reach the stipulated target, even though 

economically has contributed to the state acceptance and positive impact on the 

improvement of the condition macro economy. Meanwhile, the voluntary 

disclosure of the tax amnesty program has been successfully surpassed by the 

target and has a positive impact on the broadening of the taxation database to 

increase tax compliance over the long term. 
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ABSTRAK 

Perlambatan ekonomi secara global, penurunan harga komoditas dunia, kegiatan 

underground economy, pelarian modal ke luar negeri dan tingkat kepatuhan pajak 

yang rendah telah mempengaruhi kemampuan negara dalam mengumpulkan 

penerimaan pajak. Kondisi ini tercermin pada realisasi penerimaan pajak yang 

cenderung terus mengalami penurunan secara persentase terhadap target 

pencapainnya (shortfall). Penelitian ini mencoba memberikan informasi yang 

relevan tentang  pelaksanaan tax amnesty yang dilaksanakan di Indonesia pada 

tahun 2016 dalam rangka mengatasi permasalahan dimaksud dengan mengacu 

pada theory of optimal taxation dan teknik analisis kebijakan problem oriented 

analysis. Data-data diperoleh dari literatur terpilih  pada jurnal akademis, data-

data statistik yang dipublikasi dan informasi lainnya terkait pelaksanaan tax 

amnesty di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan 

dari uang tebusan dan repatriasi harta tidak mencapai target yang ditetapkan, 

sekalipun secara ekonomi telah berkontribusi terhadap penerimaan negara dan 

berdampak positif pada perbaikan kondisi perekonomian makro. Sementara itu 

pengungkapan harta secara sukarela dari program tax amnesty telah berhasil 

melampaui target dan berdampak positif pada perluasan basis data perpajakan 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. 
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